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Peraturan untuk pajak korporasi harus diubah untuk 
memastikan bahwa seluruh korporasi membayar-
kan pajak mereka dengan adil, tetapi korporasi su-

dah berkali-kali membuktikan bahwa memiliki aturan pajak 
yang lebih baik saja tidak akan menjamin kepatuhan mere-
ka: lebih banyak sumber daya bagi otoritas pajak nasional 
dibutuhkan untuk penegakan aturan ini. Namun, banyak 
administrasi pajak yang tidak memiliki sumber daya untuk 
berfungsi secara sepenuhnya efektif.

Skema yang digunakan oleh perusa-
haan multinasional untuk menghindari 
pajak bisa jadi sangat rumit, dan satu 
perusahaan multinasional yang ditan-
tang atas “transfer pricing”1  transaksi 
antara anak-anak perusahaannya – 
yang seringkali disalahgunakan untuk 
memindahkan profit ke suaka pajak – 
biasanya mengerahkan pasukan pen-
gacara dan akuntan yang dibayar ting-
gi untuk membela kasus ini. Otoritas 
pajak jarang memiliki sumber daya un-
tuk secara efektif menantang skema 
pajak perusahaan multinasional, dan 
persoalan demikian biasanya paling 
buruk di negara-negara berpendapa-
tan rendah. 

Otoritas pajak membutuhkan keah-
lian, sumber daya dan dukungan 
politik pemerintah. Petugas pajak 
membutuhkan hak berserikat agar 
terlindungi dan mereka membutuh-
kan pelatihan yang mencukupi serta 
perlindungan terhadap pelapor yang 
memungkinkan mereka untuk berbic-
ara ketika diperlukan. 

Ketiadaan sumber daya juga berar-
ti bahwa otoritas pajak tidak bisa 
memberikan perhatian cukup kepada 
seluruh sumber pendapatan nega-
ra dan akan lebih lambat dan kurang 
efektif. Pada gilirannya, ini akan mem-

1  Transfer pricing adalah penentuan harga 
transfer atas suatu transaksi, baik harga 
barang atau jasa, atau harta tak berwujud 
ataupun transaksi finansial yang dilakukan 
oleh satu perusahaan dengan perusa-
haan lain.

2 Aktivitas menentukan harga transer 
pada ketetapan yang terlalu besar ata 
kecil dengan tujuan membuat pajak ter-
hutang menjadi lebih rendah.
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pengaruhi kemauan wajib pajak untuk patuh dan 
bisa mendorong penggunaan skema penghinda-
ran pajak yang lebih agresif. Sebuah studi di tahun 
2013 oleh Serikat Layanan Publik Eropa mene-
mukan bahwa sejak krisis finansial, pekerjaan di 
kantor pajak dipotong di 24 negara dari 28 negara 
anggota UE, dengan total jumlah pekerjaan yang 
hilang sebesar 50.000. Pemotongan ini artinya 
ada lebih sedikit audit terhadap perusahaan-pe-
rusahaan besar dan individu-individu super kaya – 
sementara bagi warga negara biasa, pembayaran 
pajak diproses dengan cara yang semakin otom-
atis. 

Di Amerika Serikat, anggaran staf Internal Revenue 
Service sudah mengalami pemotongan sebesar 
15% sejak 2013. Pemotongan terhadap otoritas 
pajak adalah bagian dari pendekatan “sentuhan 
ringan”  untuk menarik pajak  perusahaan dan 
kaum kaya di negara-negara ini yang juga terma-
suk potongan pajak besar sekali dan keengganan 
untuk menggunakan kekuatan hukum sepenuhn-
ya untuk melawan penyalahgunaan pajak. 

Ketika otoritas pajak tidak memiliki sumber daya 
dan dukungan politik untuk mengejar pendapatan 
dan aset perusahaan-perusahaan dan orang super 
kaya, akibat yang tidak bisa dihindari adalah bahwa 
para wajib pajak ini akan lolos dengan membayar 
pajak yang rendah. Pemerintah kemudian hanya 
memiliki dana yang kecil untuk membiayai layanan 
publik dan terpaksa memotong layanan-layanan 
ini atau mengumpulkan lebih banyak uang dari pa-
jak yang dibayarkan oleh publik. Apapun jalannya, 
pekerja dan keluarganya lah yang dirugikan. 

Ketika otoritas pajak memiliki data dan dukungan 
untuk melakukan pekerjaan mereka, hasilnya bisa 
sangat dramatis. Selama bertahun-tahun, otoritas 
pajak Kerajaan Inggris dilindas oleh pemerintah 
secara berturut-turut. Kemarahan publik terhadap 

penghindaran pajak menjadi pendekatan yang leb-
ih keras dan lebih fokus: pada tahun 2018/19 sekitar 
£560 juta pajak  dikumpulkan dari pendapatan war-
ga Inggris di luar negeri, hampir dua kali lipat jumlah 
dua tahun sebelumnya. 

Kebutuhan akan otoritas pajak yang memiliki sumber 
daya yang baik sangat besar terutama di negara-neg-
ara berkembang yang seringkali mengumpulkan ku-
rang dari 20 persen dari Produk Domestik Bruto dalam 
pendapatan pajak dari segala sumber, dibandingkan 
dengan lebih dari 30 persen di sebagian besar neg-
ara-negara OECD. Negara-negara berkembang paling 
rentan terhadap skema transfer mis-pricing2  yang 
disalahgunakan dengan memanfaatkan rendahnya 
kapasitas otoritas pajak. Mbeki High Level Panel ten-
tang Aliran Keuangan yang melanggar hukum mem-
perkirakan benua Afrika kehilangan sampai dengan 
$50 milyar per tahun – yang sebagian besar adalah 
bentuk pengelakan pajak dan penghindaran pajak. 
Diperkirakan bahwa negara-negara di Afrika Sub-saha-
ra, contohnya, akan membutuhkan tambahan kira-kira 
650.000 petugas pajak untuk mencapai level rata-ra-
ta staf global. 

Mempekerjakan lebih banyak staf saja tidak akan men-
cukupi. Staf harus termotivasi dan diupah dengan lay-
ak, sehingga mereka tidak akan tertarik dengan upah 
yang lebih besar yang ditawarkan oleh sektor swasta. 
Mereka harus bisa menikmati hak-hak sebagai peker-
ja dan memiliki perlindungan pelapor yang memungk-
inkan mereka untuk memberikan penjelasan atas apa 
yang dilakukan oleh badan tempatnya bekerja.

SETELAH PEMERINTAH INGGRIS 
MEM-PHK LEBIH DARI 3000 
PEKERJA PAJAK, SEBUAH KOMITE 
PARLEMENTER MEMPERKIRAKAN 
BAHWA PHK TERSEBUT MENYEBABKAN 
HILANGNYA £10 PAJAK DARI SETIAP 
£1 YANG BERHASIL DISIMPAN.

https://www.ft.com/content/f51a1632-972f-11e9-8cfb-30c211dcd229
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“NEGARA-NEGARA BERKEMBANG 
BERGANTUNG LEBIH PADA 

PENDAPATAN PAJAK KORPORAT 
TETAPI MEMILIKI MATERIAL 
DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

TERBATAS  UNTUK MENGEJAR PARA 
PENGEMPLANG PAJAK ITU”

 
BERNARD ADJEI

DEPUTY SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT 
PEKERJA LAYANAN PUBLIK GHANA 

Menambah lebih banyak sumber daya dan staf 
memang membantu. Sebuah studi tentang per-
pajakan di sektor pertambangan di Afrika menemu-
kan bahwa Lembaga pendapatan negara Tanzania 
membuat suatu unit perpajakan internasional den-
gan staff berjumlah sepuluh, yang setiap orangnya 
berupah kira-kira AS $ 130.000 per tahun, berhasil 
mengumpulan sekitar AS $110 juta sejak tahun 2012 
di sebuah negara berkembang di mana pendapa-
tan negara sangatlah dibutuhkan untuk membiayai 
layanan publik bagi warga negaranya. 

Otoritas pajak juga harus independen dari para poli-
tisi dan eksekutif, yang biasanya bisa dilobi oleh pe-
rusahaan untuk mendapatkan perlakuan yang lebih 
lunak. Otoritas ini juga memerlukan kontrol internal 
yang kuat untuk melawan korupsi. 

Namun, ada faktor lain yang memperburuk per-
soalan yaitu kekuatan firma-firma akuntansi be-
sar belaka. Empat Besar firma akuntasi– PWC, EY, 
KPMG dan Deloitte – saat ini mempekerjakan leb-
ih dari 900.000 orang: hampir dua kali lipat jumlah 
seluruh pekerja departemen pajak di semua negara 
Uni Eropa digabungkan. Firma-firma ini seringkali 
mempekerjakan mantan petugas pajak dan politisi, 
menciptakan pintu berputar yang tidak sehat antara 
bisnis dan politik. 

Sistem yang adil untuk menarik pajak atas laba pe-
rusahaan multinasional haruslah sistem yang relatif 
sederhana agar bisa diterapkan oleh para petugas 
pajak, terutama di negara-negara miskin di mana staf 
ahli jumlahnya sangat sedikit. Namun saat ini yang 
terjadi adalah sebaliknya karena dominasi “arm’s 
length principle”, yang mengharuskan otoritas pajak 
untuk memperlakukan transaksi antar anak-anak pe-
rusahaan dari perusahaan multinasional yang sama 
layaknya perjanjian atau transaksi antara berbagai 
perusahaan independen di pasar terbuka. 

Hasilnya adalah jika para petugas pajak mencurigai 
bahwa suatu perusahaan dengan sengaja salah me-
nentukan harga (mis-price) atas transaksi-transak-
si internal dengan tujuan menghindari pajak, maka 
para petugas pajak itu harus menghabiskan waktu 
dan usaha yang lebih banyak untuk mencoba dan 
menemukan situasi yang tepat dari transaksi itu. Na-
mun korporasi itu sendiri mengontrol informasi-in-
formasi penting dan bisa mendatangkan pasukan 
pengacara dan akuntan berupah tinggi untuk mem-
bela kasus mereka. 

Pendekatan yang lebih baik dan lebih sederhana 
adalah dengan pemerintah mengakui bahwa prinsip 
arm’s length principle tidak berfungsi jika diterap-
kan pada struktur korporat yang kompleks hari ini 
dan untuk menarik pajak perusahaan multinasional 
sebagai perusahaan tunggal dan bukan sebaliknya 
(lihat Risalah 1). 

Terlepas dari peraturan perpajakan yang dimili-
ki, pemerintah harus menyediakan otoritas pajak 
dengan staf dan sumber daya yang mencukupi un-
tuk melakukan pekerjaan mereka karena dengan 
meningkatkan kapasitas administrasi pajak akan 
berdampak positif pada pendapatan yang bisa jadi 
lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan. Di neg-
ara-negara berkembang khususnya, hal ini akan be-
rarti peningkatan besar dalam jumlah staf. 

Serikat PCS Inggris memperkirakan bahwa setiap 
pengawas pajak yang ditugaskan untuk mengawasi 
kepatuhan pembayaran pajak bisa menghasilkan 
sekitar £650,000 (€755,000) dalam total biaya staf 
per tahun dan sebuah ‘unit investigasi khusus’ yang 
melawan kasus penghindaran pajak paling kom-
pleks menghasilkan 450 kali biaya yang dibutuhkan. 

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_transfer-pricing-study.pdf
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SERIKAT PEKERJA MENGAMBIL TINDAKAN

MENGALIHDAYAKAN KANTOR PAJAK KEPADA 

PARA PENGEMPLANG PAJAK?

Pengumpulan pajak memerlukan staf yang sangat in-
dependen dan berketerampilan tinggi untuk memas-
tikan pendapatan publik dikumpulkan dan dibelan-
jakan untuk kepentingan publik. Tetapi Kantor Pajak 
Australia – departemen pemerintah yang bertugas 
mengumpulkan pajak – telah mengalihdayakan ban-
yak fungsinya kepada Serco, Stellar and Outsourcing 
Inc., yang bersama-sama memegang kontrak den-
gan ATO senilai  $250 juta. 

Perusahaan-perusahaan ini juga terlibat dalam berb-
agai praktik keuangan yang mencurigakan. Seri-
kat-serikat di Australia, termasuk Community and 
Public Sector Union (CPSU, afiliasi PSI) bekerja 
bersama Center for International Corporate Tax Ac-
countability and Research (CITCAR) menyelediki isu-
isu ini. 

Serco, terkenal karena bisnis penahanan imi-
gran dan penjara swasta,  adalah penyedia peker-
ja outsourcing terbesar untuk ATO, dengan kontrak 
bernilai lebih dari $120 juta. Penyelidikan CICTAR 
menggarisbawahi bagaimana reputasi Serco sangat 
dipertanyakan sehingga bahkan Appleby, firma hu-
kum yang berada di jantung skandal pajak Paradise 
Papers, menganggap mereka sebagai klien berisiko 
tinggi dengan “sejarah persoalan, kegagalan, kes-
alahan fatal dan karena menarik bayaran terlalu be-
sar.” 

Stellar Global, memegang kontrak call center ATO 

bernilai lebih dari $50 juta, baru-baru ini memicu 
kontroversi setelah menyatakan bahwa cabang mer-
eka di Eropa bangkrut, dengan hutang lebih dari USD 
$200.000 kepada otoritas pajak Inggris dan meng-
hindar membayar pesangon pekerjanya. Kurang 
dari sebulan sebelumnya, Stellar Europe melakukan 
pembayaran lebih dari USD $ 100.000 kepada peru-
sahaan induknya – sebuah perusahaan cangkang di 
British Virgin Islands. 

Laporan itu menciptakan pemberitaan media lev-
el tinggi dengan Sekretaris Jenderal CPSU Nadine 
Flood mengatakan kepada the Guardian “Rakyat 
Australia tidak menyukai outsourcing dan privatisasi 
ketika keadaan baik-baik saja, apalagi ketika kontrak 
ATO yang menguntungkan diberikan kepada perusa-
haan yang praktik pajaknya sendiri mencurigakan.” 

Laporan CICTAR memuat rekomendasi untuk para 
pembuat kebijakan termasuk agar mengungkap ke 
publik perusahaan induk utama dan/atau para pemi-
lik manfaat kontraktor pemerintah apapun dan trans-
paransi sepenuhnya untuk seluruh kontrak publik 
yang ada. Sebagian besar rekomendasi ini kemudian 
mempengaruhi bagian-bagian kunci platform kebija-
kan Partai Buruh Australia dalam pemilu kemarin. 

Untuk membaca laporan selengkapnya berjudul 
“Mengungkap Jaring Korporat” dan mempelajari 
bagaimana CICTAR dapat membantu kampanye per-
pajakan korporat anda, kunjungi website.

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/10/private-contractors-paid-millions-uk-detention-centres-some-firms-making-30-percent-profit
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/10/private-contractors-paid-millions-uk-detention-centres-some-firms-making-30-percent-profit
http://cictar.org/outsourced-labour-in-the-australian-taxation-office-2/
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SERIKAT MELAKUKAN SESUATU  

Otoritas pajak juga perlu dilengkapi dengan informa-
si yang mereka butuhkan untuk memastikan bahwa 
korporasi dan kaum super kaya tidak menggunakan 
sistem suaka pajak untuk menghindari atau menge-
lak pajak. Ini berarti memastikan bahwa setiap neg-
ara secara otomatis dapat mengakses informasi ten-
tang aset warga negaranya di berbagai negara lain 
(Pertukaran informasi secara otomatis). 

Otoritas pajak juga bisa memanfaatkan transparansi 
yang lebih luas. Laporan per negara tentang praktik 
perpajakan perusahaan multinasional harus tersedia 
secara publik (Lihat Risalah 1), juga pemilik sebe-
narnya perusahaan harus dibuat publik (lihat Risalah 
7). 

Dengan membuat media, serikat pekerja dan mas-
yarakat sipil bisa mengawasi korporasi dan men-
gungkap persoalan, tindakan ini akan menciptakan 
tekanan pada pemerintah untuk menyediakan leb-

ih banyak dukungan bagi otoritas pajak mereka. 
Transparansi juga dibutuhkan jika ingin publik mem-
percayai keadilan sistem pajak, yang pada saat ini 
seringkali kabur tak dapat ditembus. Demokrasi 
memerlukan semua pihak yang terlibat dalam pros-
es pembuatan kebijakan untuk memiliki akses infor-
masi tentang apakah kebjakan itu akan berjalan dan 
bagaimana. 

Banyak skandal penghindaran pajak baru-baru ini 
yang membuat pemerintah  mengambil tindakan ha-
nya muncul ke permukaan karena terjadi kebocoran 
data dan adanya pelapor. Pemerintah harus men-
dukung konvensi Organisasi Perburuhan Internasi-
onal untuk melindungi para pelapor seperti Antoine 
Deltour dan Raphael Halet, pekerja firma akuntansi 
PwC yang mengungkap keterlibatan firma ini dalam 
penghindaran pajak skala besar dan yang akhirnya 
mereka berdua dibawa ke pengadilan. 

PRIVATISASI DAN PENGHINDARAN PAJAK –

MENGUNGKAP MATA RANTAI 

Korporasi yang mendapatkan profit dari privatisasi seringkali menghindari membayarkan pajak mereka, 
memperparah pemotongan anggaran publik dan menjustifikasi penjualan lebih jauh. Dengan menggaris-
bawahi mata rantai ini, serikat membangun oposisi publik yang kuat baik terhadap privatisasi maupun terh-
adap penghindaran pajak.

PSI menyelenggarakan workshop untuk mengembangkan keterampilan pengurus serikat untuk menggali 
lebih dalam pembukuan perusahaan dan struktur perusahaan untuk mendeteksi pelanggaran, penghinda-
ran pajak dan membantu membangun kasus mereka untuk bekal negosiasi upah dan melawan agenda 
privatisasi. 

Workshop-workshop ini membantu aktivis Uganda untuk mengungkap bagaimana Actis – sebuah perusa-
haan ekuitas swasta berbasis di Inggris – menggunakan sebuah perusahaan holding di negara suaka pajak 
di Mauritius untuk menyalurkan laba dari Umeme – perusahaan penyedia listrik Uganda yang sudah terpri-
vatisasi – ke luar negeri. Setelah hal ini diungkap, Otoritas Pajak Uganda mengkonfirmasi bahwa sekarang 
mereka mengikuti kasus ini. 

Riset yang dihasilkan dalam workshop-workshop ini disusun menjadi laporan PSI - Private Profits and 
the Public Purse – mengungkap bagaimana korporasi-korporasi terlibat dalam privatisasi, dari Kepulauan 
Karibia sampai Swiss, terlibat dalam praktik-praktik keuangan yang mencurigakan. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Jurnlisme Pajak SERikat dan bagaimana ia bisa membantu kampanye 
anda, kontak Finance Uncovered – sebuah organisasi training atau silahkan hubungi Tim Komunikasi PSI 
untuk mengetahui kesempatan workshop yang akan datang  (communications@world-psi.org )

https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/private_profits_and_the_public_purse3.pdf
https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/private_profits_and_the_public_purse3.pdf
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APA YANG HARUS TERJADI 

Serikat Pekerja mendorong pemerintah untuk: 

1. Memastikan otoritas pajak independen dari seluruh cabang pemerintah dan dari agensi 
dan badan pemerintah lainnya, sekaligus dari pengaruh ekonomi dan politik lainnya. 

2. Memastikan otoritas pajak memiliki sumber daya, termasuk staf dan infrastruktur IT dan 
memiliki mandat yang kuat dan instrumen legal untuk menegakkan hukum dan kebijakan 
perpajakan. 

3. Memastikan otoritas pajak memiliki staf profesional yang terlatih dengan baik, diupah 
dengan baik dan memiliki motivasi yang dapat menikmati hak-hak asasi manusia dan hak 
berserikat. 

4. Bekerja bersama pemerintah negara lain di bawah bantuan Organisasi Perburuhan 
Internasional (ILO) untuk menciptakan suatu Konvensi ILO untuk Perlindungan bagi 
Pelapor, yang akan memberikan perlindungan hukum yang mencukupi dan keamanan 
fisik bagi mereka yang melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

5. Memastikan bahwa otoritas pajak memiliki mandat untuk merawat basis data yang berisi 
seluruh perusahaan dan perusahaan trust yang terdaftar di wilayah yurisdiksi mereka, 
termasuk pemiliki manfaat, dan memengang catatan keuangan tahunan perusahaan-
perusahaan itu. 

6. Mendorong perusahaan multinasional untuk dikenai pajak sebagai perusahaan tunggal 
global, dengan menggunakan unitary taxation dengan formulary apportionment, 
menyederhanakan administrasi pajak dan meningkatkan efektivitas. 

7. Mengharuskan perusahaan multinasional di bawah yurisdiksi mereka untuk 
mempublikasikan laporan keuangan dan posisi pajak per negara, sehingga akan 
mendorong pengawasan publik yang memungkinan memberikan legitimasi dan 
dukungan politik bagi kerja-kerja otoritas pajak. 

8. 8. Bertindak, jika mungkin, untuk memberikan dukungan teknis dan finansial untuk 
peningkatan kapasitas otoritas pajak negara-negara miskin dan bekerja sama dengan 
mereka jika mungkin. Dukungan ini perlu didesain dan dipimpin oleh otoritas pajak yang 
menerimanya, dan semua yang terlibat harus memastikan tidak ada konflik kepentingan. 

INFORMASI LEBIH JAUH 

EUROPEAN PUBLIC SERVICE UNION - LAPORAN 
Impact of austerity on jobs in tax services and the fight 
against tax fraud and avoidance.

CENTRE FOR INTERNATIONAL CORPORATE TAX 
ACCOUNTABILITY AND RESEARCH - LAPORAN
Tax practices of outsourced service and labour hire 
corporations in the Australian Taxation Office.

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf
https://www.icrict.com/icrict-documentsfour-ways-to-tackle 
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Public Services International (PSI) adalah federasi serikat pekerja global dengan 
lebih dari 700 serikat pekerja yang merepresentasikan 30 juta pekerja di 154 
negara. Kami membawa suara mereka ke PBB, ILO, WHO dan organisasi global dan 
regional lainnya. Kami membela hak-hak pekerja dan serikat pekerja dan berjuang 
untuk akses universal ke layanan publik yang berkualitas.


